
GUBERNUH ~PUNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR: G/613/B.02/HK/2017
 

TENTANG
 

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 

DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 04 TAHUN 2012
 
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
 

GUBERNUR LAMPUNG.
 

Menimbang : a.	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
Tengah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, 
telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

b.	 bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu 
menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa 
Umum; 

Mengingat : 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah; 

3.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2011; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

6.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah; 
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Memperhatlkan 

MeDetaplmn 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

Tembusan: 

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 274/2946/SJ Tanggal 3 
Juli 2017 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Atas Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
Tengah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. 

MEMUTUSKAX: 

KEPUTUSAlI GUBERNUR TBNTAl'fG BASIL EVALUASI 
RAl'fCAIlGAN PERATURAII DAItRAR KABUPATBN LA.IIPUIIG 
TEIlGAH TEl'fTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAII 
DAERAH KABUPATEN LAMPUll'G TEIlGAH NOMOR 04 
TAHUII 2012 TEIlTANG RETRIBUSI JASA UIIUM. 

Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasa Umum, sebagaimana tercantum pada Lampiran 
Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan ini. 

Bupati Lampung Tengah bersama DPRD Kabupaten Lampung 
Tengah segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian 
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan 
hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu. 

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah 
disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan 
Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah 
setelah mendapatkan Nomor Register Rancangan Peraturan 
Daerah dari Gubernur. 

Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya 
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur 
Lampung paling lama 7 (tujuh) hari sete1ah ditetapkan. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 4 Desember 2017 

1. Menteri Dalam Negeri RI <IiJakarta; 
2. Mcntcri Kcuangan RI di Jakarta; 
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih. 



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/613/B.02lHK/2017 
TANGGAL : 4 DESEMBER 2017 

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 04 TAHUN 2012
 

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
 

( 

No Maleri Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempumaan Kelerangan 

1 2 3 

a. bahwa berdasnan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Perubahal1 Alas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukal, bahwa pengurusan dan 
penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya; 

b. bahwa Kepulllsan Mahkamah Konsli!llsi Nomor : 46/PUU-X11/2014 
langgal 17 November 2014 \elall Al8Al~~kaR penjelasan Pasal 
124 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, liSA_A ieAgaR tiFif P8AgSAialiaR R8IFi~Y6i 

MeAers leleltBAU'Aikaei; 
C. bahwa taff retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu Tanda 

Penduduk dan .AAle Calatan Sipil dan tarif RelIibusi Pengendalian 
Menara Telekomunikasi yang telah diallJr dalam PerallJran Daerah 
Nomor 4 Tahun 2012 lentang RelIibusi Jasa Umum perlu 
disesuaikan dengan Undang - Undang dan Keputusan Mahkamah 
KonstillJsi sebagaimana dimalksud pada hUruf a dan b dialas; 

i. ~alw.'a ~9FiaBRSR peFfi~baAgaR 68bagaiFllaAa EliRUi\6yi ~HFYf 

a, b ElaR 6 di ata& ii~aRiaAg peFlY Rl8A&tapl'ilR f2eratYFaR Qaeral:1 
tefMaAI P8A:1bai:laA :Oda& PeFaWr8A QSSFah .leFR9r Q4 l'al:1uA ~91 ~ 

teRtaRg Re1Fibu&i Jaea YFRYFR; 

4 

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan sebagaimana 1elah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa pengurusan dan 
penertJitan dolmmen kependudukan tidak dipungut biaya; 

b. bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah KonstillJsi Nomor : 
46IPUU-XII12014 tanggal 17 November 2014 Penjelasan Pasal 124 
Undang-Undang NolllOf 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
RelIibusi Daerah, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 
sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

c. bahwa berdasa1<an per1imbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan 
hUruf b, maka tarif relIibusi Pengganoan Biaya cetak Kartu Tanda 
Penduduk dan Akte Catalan Sipil dan tarif RelIibusi Pengendalian 
Menara Telekomunikasi yang telah diallJr dalam Peraturan Daerah 
Nomor 4 Tahun 2012 lentang RelIibusi Jasa Umum pe~u ditinjau 
kembeli dan menetapkannya dengan PerallJran Daerah tentang 
Perubahan Alas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang 
RelIibusi Jesa Umum; 

5 

Konsideran Menimbang disernpumakan 
dengan menghapus huruf d 

1 Konsideran Menimbang 

2 DikllJm Mengingat 17. YAsaAB blASaRg ~19~8r 1~ 1=af:lYA ~911 teAtaAg PeFR~8AtukaA 

Per_raA I1FYRdaRI b1RdaAgsA (b8~~fHA .legara RefJY~IiI\ 

IAdsR8sia laf:lYA ~911 ~J9FReF 8~ +a~~af:laR bSFRliaFaR ~j8ga:a 

RSfiUllilik IREl9Aesia NSFR9F fi~34); 

- Angka 17 dihilangkan, Undang-U ndang 
Nomor 12 Tahun 2011 hanya digunakan 
sebagai pedoman penyusunan sehingga 
tidak penu dicantumkan 

3 DikllJm Memutuskan dan 
Menetapkan 

MEMUTUSKAN.. 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
LAMPUNG TENGAH NOMOR 04 TAHUN 2012 
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 

~ 

MEMUTUSKAN; 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
LAMPUNG TENGAH NOMOR 04 TAHUN 2012 
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM, 

- Pengetikan tanda baca titik dua selelah 
kala 'Mernutuskan", tanpa menggunakan 
spasi 

- Diakhir judul diberi tanda baca titik 

(
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4 Satang Tubuh Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04) diubah sebagai 
berikut: 
1. Ketentuan Pasal 1 angka 26, angka 31, angka 32, angka 33, 

angka 34, angka 35, angka 36, angka 37, angka 38, angka 39, 
dan angka 40, sehingga Pasal1 berbunyi sebagai berikut : 

!lPasali 

1 QS8fQR illIslsR KIlllwpiilQ~ bSlRpw~g l8~gSR, 

2 P81R8r:iRlaR Qll8fQR S~SISR Kspala QS8fQR 881lagsi W~SWF 

P9AY91&RSS8AJ P8m9FiAtiI~aA QaeN1R yaRS m9~hRpiA 

pelaho8nQaA UNsaR P9fR9RAl8R8R yang fft9Ajasi 
kS'.V9A8Agan dSQrQh 8t8R9~ 

3. Ketentuan Pa8s111 8aIRpai d8~gaR P8&a11 adihapus 

4. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai 
berikut: 

"PI&lliS 
(1) TiRgltat p9RggwAaaA jasa merwpakaR jumlah p9AggwAaan 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 
04 Tahun 2012 tentang Relribusl Jasa Umum 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah 
Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04) diubah 
sebagai berlkut : 
1. Ketentuan Pasal 1 angka 26, angka 31 sampai 

dengan angka 40 dihapus, sehingga Pasal 1 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasali 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 
mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri bemassrxan aspirasi 
masyarakat dalam slstem Negara Kesatuan 
Republik 1ndonesia 

2. Pemerintah Daerah adalah Supati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. dst... 
3, Ketentuan SAS VI dihapus. 

4. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 6B berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal68 
(1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur beroasarkan 

jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan 

- Pasal I disempumakan, senap 
pengetikan frase Pala!, ti~ak 

menggunakan tanda baca koma, 
pasal selanjutnya menyesuaikan 

- Pengetikan kalimat "Beberapa" ..' 
disejajarkan dengan kalimat 
Peraturan ... pada Dik.1um 
Menetapkan 

Pasal 1 disempumakaJi dengan 
merubah definisi daerah dan daerah 
otonom sesuai ketentuan Pasal 1 
UU No. 23 Tahun 2014. 

Angka 3 diubah karena Pasal 14 
sampai dengan PasaJ 18 rnerupakan 
bagian dan BAS VI 

Pasal 68 diubah, sesuai c1engan 
Putusan Mahkarnah Konstnusi 
Nomor 46IPUU-XII/2014 Tahun 
2015 

jiiiQ yang dijadikan dQ89r al9k88i Beban biay8 yang 
dilllRggwRg P81R8r:i~IIlR QS8F1lh w~ltik p8~)'818RggSfQIlR ja8s pengendalian menara telekomunikasi. 
yaRg 89AuiAgkwian aAtara laiR B9RJ1fJi jymlaR kwAjYRS8n (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
salam raRgka p8Rg8~dslisR ~aR p8~glll"li&S~ ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1(salu) tahun. 

(2) liRgkiil p8RggwRlIIlR jass diRRWR@ 1l8~s88Rla~ IreIIW9~8i . :;. 
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5. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 bertlunyi 
sebagai berikut : 

"PHlllill 
(1) iisalllya RstfOibwsi P8Ag8AdaliaA M8AaHl T8191'8~URika&i 

~iRitWAS ~8AsaA f8lJAwla s80asai 08Rklll' 
A.PMT ­ TP XlA 
l(etlHlAsaA . 
Rl2tlT . R9tri~w&i PSRi8AsaiiaR ~48Afi *elek9Au4Rikasi 
TP j liAgkat PSAg8wAiUiA Jasa 
Til. . TaRt Rsiiowsi 

(~) TaRf R8tri~w8i ~8Re1fJakaA Ailsi RJpiaA yeAS dl19tapkan wRtwk 

5. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 bertlunyi sebagai 
berikuI: 

Pasal69 
(1) Perhitungan besamya tarif Retribusi didasar1lan pada biaya 

penyediaan jasa melipuli belanja langsung lerkait keglatan 
pengawasan dan pengendalian menara lelekomunikasi 
berupa Belanja Pe~alanan Dlnas dan Belanja Barang Pakai 
Habis. 

(2) Tam relribusi diletapkan berdasarkan fonnulasi dengan 
memperhltungkan faktor jenis menara dan jarak lempuh. 

(3) Fonnula perhitungan relribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) adalah sebagai berikut :: 
RPMT =KJM +KJT XTarif 

2 
Kelerangan 
RPMT Relribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi 
KJM Koefisien Jenis Menara 
KJT Koefisien Jarak Tempuh 

Pasal 69 disempumakan sesuai 
dengan Pulusan "ahkamah 
Konslilusi Nomor 46iPUU-XlI/2014 
Tahun 2015, Sural Menteri 
Keuangan No. S-4391PKi2015, No. 
&-7431PKl2015 dan S­
209IPK.3/2016, dinyatakan bahwa: 
1. Balanja Langsung 

a. Belanja langsung yang 
dihilung dalam penetapan 
tarif RPMT adalah belanja 
barang dan jasa berupa 
belanja pe~alanan dinas, 
dan belanja barang habis 
pakai. 

b. Belanja pe~alanan dinas 
dipengaruhi oleh jumlah 
pelugas, maka jumlah 
pelugas harus wajar dan 
sesuai slandar teknis. 

c. Belanja barang habis pakai 
harus dalam nitai wajar. 

2. Tingkat Penggunaan Jasa [TPJ) 
a. TPJ =frekuensi pengawasan 

menara dalam 1(satu) tahun. 
b. Jumlah frekuensi pengawasan 

menara harus waja­
disesuaikan dengan standa­
teknislperaturan yang be!1aku 

c. Pe~u koordinasi anlara 
Pemerintah Daerah, 
Kemenkominfo dan pemilik 
menaralprovider le1<.ail tugas 
dan tanggung jawab 
pemerintah daerah dan 
pemilik menaralprovider alas 
menara untuk memastikan 
jumlah frekuensl yang waja­
dalam 1(satul tahun 

IIlIlA!!RitWAS b8samya AltROIiSi yaA!! teRltaAS. 
(~) PeASRitllAgaA lafiI_bllsi s80llsaimaAa iliA1ilksH~ palla ayat C~) 

&i~a&ar;t(aA pa~a ~iaya ep8Rl8i8Aal ~8AH8RdaliaA daR 
P8AI8"«aGiiA; H9Rgan hSfRfJ8R8R 9iaya 8898gai ~9AI(ut i 

ii, hSA91iilRWm f)9lwfi9S fJ9AgawasiAj 
II, tHIASP8Aasij 
9. HaAg mahan; 
d, alat 1Iliis kaRtIlF 

(4) "atHaA oiaya YAlIlk masiA!! masiAtI k8~fJOR8A &96agai~aAa 

~imall&Hd pada ayat (~) ~isasHaillaA il8AsaA sla~aF Ra~a yaAS 
ditetapkaA aillA illpati 

, 
" 
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d, Tugas dan tanggung jawab Pemerintah 
Daerah terkait keberadaan menara hanya 
rnencakup fungsi pengawasan dan fungsi 
sosial, maka frekuensi pengawasan untuk 1 
(satu) menara cukup ditetapkan 2 (dua) kali 
per tahun. 

3. Jumlah menara 
Pemerintah Daerah per1u mengestimasi jumlah 
menara dalam 1 (satu) tahun dan jumlah menara 
yang akan dikunjungi dalam 1 (satu) hari. 

4. Penetapan TarIf 
a. Pembebanan biaya kepada pemillk 

menaralprovider dapat berupa tarif tunggal 
atau talitvariabel (bervariasl) 

b. Untuk talit tunggal, maka setiap menara 
dikenakan talit yang sarna meskipun kondlsl 
dan Iokasi menara berbeda. Tanf tunggal 
merupakan biaya rata-rata untuk seluruh 
menara (total biaya dibagi jumlah menara). 

c. Untuk tarlf varlabel, maka setiap menara 
dikenakan talit yang berbeda sesuai dengan 
kondisi dan lokasi menara. Pembedaan 
tersebut dengan menggunakan variabel/faktor 
tertentu. 

5. Variabel/faktor 
a. Penggunaan variabel/faktor dalam per!litungan 

mempertimbangkan hubungan antar 
variabel/faktor. 

b. Variabel/faktor jarak tempuh sudah mevvaklii 
variabel/faktor zonasl menglngat 
zonalkawasan berdirinya suatu menara akan 
berbanding lurus dengan jarak tempuh menara 
tersebut. 

c. Variabel/faktor ketinggian menara sudah 
terwakili oleh variabellfaktor jenis menara, 
mengingat setlap menara dengan konstruksi 
tertentu harus dibangun sesuai standar 
kelinggian tertentu dan sudah dilakukan 
pengawasan saat pengurusan 1MB 

(
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(4) Nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sebagaiberikut: 

a.	 Koelisien Jenis Menara 
NO 

1 
2 
3 

JENIS MENARA 

Menara ... 
Menara ... 
Menara ... 
JUMLAH 

b.	 Koelisien Jarak Tempuh 
NO LOKASllKAWASAN 

MENARA 
1 Jauh 

IKocamalan .. kocama"'" ....• dstl 
2 S8dang 

(l(ocamatan ...kocamalBn .... dst) 
3 0.1om KolB 

I IKocamaian ... kocamallln ....., dstl 
JUMLAH 

\	 -.
 

NILAI
 
KOEFISIEN
 

1.1 
1,0 
0,9 
3.0 

NILAI
 
KOEFISIEN
 

1.1 

1.0 

0.9 

3,0 

5
 

6. Angka indekSl1<oesflSien dalam suatu 
variabelnaktor 
a. Jumlah angka indeks maksimal sarna 

dengan jumlah klasiflkasi indeks, misalnya 
variabelnaktor jenls menara terdiri alas 3 
klasiflkasi, yattu menara pole, menara Uga 
kakl dan menara empat kakl, maka jumlah 
angka indeks maksimal adalah 3 (misal : 
menara pole = 0,9, menara tiga kakl = 1, 
menara empal kaki = 1,1). 

b.	 Pemerinlah Daerah pertu memperhatikan 
selisih antar angka indeks agar tidak 
menyebabkan selisih biaya yang tertalu 
besar. Misalnya unluk variabelnaktor jenis 
menara dilelapkan selisih indeks sebesar 
0,1 dengan ketenluan indeks sebagai 
berikul: menara pole = 0,9, menara Uga 
kaki = 1, menara empat kaki = 1,1 

e.	 Dalam penjelasan Pasa! atau 
penjelasanllampiran pema agar dimasukan 
eara menghilung tarif retribusi. 
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(~llile8areA RslFi~W81 PeAgsAdaliaA MSAare +slsllSlIIwAllia8i 8ilflat 
F118RlpsFililwAgkilA . 
it il9Rasij 

9: kitiARSisA m9A8H1j 
9, J9Ri& ~9R8Faj 

d, jilrekleRlPWR 
(i) lila sara fJ9RRRitwRflan tsri !iQtAbY&i ~aA 'a'liiayaR i8A8Si altaR 

(5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayal (3) ditelapkan 
sebesar Rp " .....,- per menara pertahun. 

(6) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayal (5) dapal dilinjau 
kembali paling lama 3 (liga) lahun sekali dengan 
memperhatikan indeks harga dan perkembangan 
perekonomian. 

(7) Penelapan tarif retribusl sebagaimana dimaksud pada 
ayal (6) diletapkan dengan Peraluran Bupali. 

6. Kelentuan Pasal 93 dihapus 

Ditelapkan diGunung Sugih 
pada tanggal 2016 
BUPATI LAMPUNG TENGAH, 

MUSTAFA 

Diundangkan diGunung Sugih 
pada langgal 2016 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, 

Tambahkan ketentuan angka 6 yang 
menghapus ketenluan Pasal93, sesuai 
kelenluan Lampiran II angka 210 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2011, bahwa pendelegasian 
kewenangan mengalur lidak boleh 
adanya delegasi blanko 

Pada penelapan dan pengundangan, 
nama jabalan yang menetapkan dan 
mengundangkan, diakhiri dengan landa 
beca koma 

di8lwr Is~iR lilAjIJl dSAgilA I2sl'lllwreA Ilwpilli 

Paeal lla 
loIal hel yilAg ~slwRl diillwr dillilRl I2sI'lllwreA (;laeraR iAi 8spaAjaAg 

5 Penetapan dan 
pengundangan 

~SRH9AQi tikRis pslalu;iFlaaRAya akaR dialwr Isbi~ laRjwt dSAg8R 
I2sRltllreR ElwPilU, 

Dilelapkan diGunung Sugih 
pada langgal 2016 

BUPATI LAMPUNG TENGAH 

MUSTAFA 

Diundangkan diGunung Sugih 
pada langgal 2016 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATENLAMPUNGTENGAH 

ADI ERLANSYAH ADIERLANSYAH 

I 

\ 
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6 Penjelasanllam~ran - 7. Ketentuan PenJelasan Pasal69;diubah, sehingga lberbunyi sebagai berikut: 

-

PENJELASAN PASAL 69 
Contoh oerhitul1llan : 

DESKRIPSI BIAY,A JUMLAH SANYAK JjJMlAH ~.HARI 
Juml.h men.ra =75 
Frekwensi iuml.h 'kuniunll8n men.ra pe(I.hun =2 
Juml.h ra....raIa kun]ungan per harl =3'menara per h.n 
Kete~n: 
MIsaI • untuk menara-menara yang blIrtokasi didaI.m kola!lapat dikun]ungi Hi lljIeIl.ra per hen, 
sedangkan untuk yang sedang 2-3 riIen.ra per h.n, dan uotuk y.ng jauh 1-2 menar. per han, Sehingga 
secara rala-rata dllakukan kuniunaan 3 men.ra per han 
Jumlah han yang digunakan unluk menouniunai menara = (75X2V3 = 50 han 
Satu tim terdiri alas3 Clioal aran 
Biaya Peljalanan pinaa (biaya 
rata-rala per tahu~ untuk 
aeluruh kuniunaan menara 
Tranapartaai Rp, 250,000,­ 50 han Him Rp, 12,500,000,­
U.na Hanan Rp,l00,000,­ 50Han' 3 arana RD. 15,000,000,­
Belan]a Bahan HEiJis Pakai per 
tahun 
Pembelian ATK Ra.SIJOO.OOll,­ 1Tahun RD,S.llOO,OOll,­
Total Belanja PerTahun Flp, 33,500,000,-
Biay. Rata-rata P.ngawasan "p,446.667,­
dan Pengendalian alaU Tarit (Ii'embulatan Rp, 
Relribusl per tahun (total 4Il7.ooo,-) 
belanja dilagi junjah men.ra) 

8. Ketentuan Lalil1piran IV dihapus TambahkCjn ketentuan angka 8, sesuai 
ketentuan UU No. 23 Tlihun 2006, 
sebagaim!lna telah diubah ~engan UU 
No. 24 rabun 2014, penyelenggaraan 
adminduk tidak dikenakan biaya(gratis) 

GUBERNlJR ~G, 

M. RI 
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